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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

()
NOMOR : 425.11/./7- - Disdik.

TENTANG

PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL SMP PGRI GARUT YANG HILANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

a.

b.

10.

11,

bahwa satuan pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini,
memenuhi syarat untuk diberikan Surat Pengesahan Pendirian Pengganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
tentang Izin Operasional SMP PGRI Garut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4303);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2() Tahun
2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Mencngah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoncsia Nomor 23 Tahun
2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan  Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut
( Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9 ).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian
dan Perubahan Satuan Pendidikan.




Memperhatikan : 1. Sesuai surat kehilangan dari Kepala Kepolisian Sektor Tarogong Kidul, Nomor
: LP/C-712/X/2016 tanggal 03 November 2016;
2. Surat permohonan Pengurus YPL-Dikdasmen PGRI Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :  Mengesahkan izin operasional SMP PGRI Garut untuk melanjutkan Kegiatan Belajar
Mengajar sebagaimana mestinya yang beralamat di Jalan Guntur Melati Desa
Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;

KEDUA :  Pemberian pengesahan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang
memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA :  Menugaskan kepada Kepala Bidang SMP dan Pengawas SMP untuk melaksanakan
pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam
keputusan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penctapannya akan diadakan perbaikan scperlunya.

Ditetapkandi : Garut
Padatanggal : ~>¢, 2 _Jo /7

AHMUD, M.Si, M.M.Pd
% 19630606 1983051004
TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Kemendikbud RI up. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.






